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TENTANG 
PERLAKUAN DAN PENYELESAIAN PINJAMAN DANA BERGULIR 

DENGAN RAJJMAT TOH.AN YANG MAHA ESA 

BUPATILEBONG 

Menimbaog : a. Bahwa memenuhi ketcnluan Peraturan Pemel"intah Nomor 
I 3 Tahun 2006 Lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daearah pasal 71 ayat (6): yang menyatakan inve1<tasi non 
pcnnanen berrujuan untuk dlmilil<l secara atau ditarik 

kembali, scperli pembelian obligasi atau swat ulang jangka 
panjang yang dimaksud unruk dimilki sampai dengan 
tanggal jamh tempq, dana yang disisihkan pemerintah 
daerah dalam ra.ngka pelayanan/pcmberdayaan masyarakal 
seperti bantuan modal kerja, pem bentukan dana secara 
bergulir kepada kelompok masyarakal, pemberlan fasilitaSc 
pcndanaan kepada usaha rnikro menengah; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan dalam pasa.l 18~- ayat (I], yang 

menyatakan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggUna 
Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengcluaran dan orang 
atau Badan y.ing rnenerim,i atau menguasai 
uang/barang/kekayaan daerah w,;,jib menyclenggarakan 
pcnatausahaan sesuai den gan pere.turan perundang-

1.mda.ngan; 

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud 
dalam huntf a dan hun1f b maka perlu menetapk:an 
Peraturan Bupati lentang Pcrlakuan dan Penyelesaian 

Pinja.man Dana Bergulir; 

. I. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tcmang 
Pembentukan Propinsi B<:ngkutu (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 19, Tambahan Lemba ran Negara Republil< 
Indonesia Nomor 2828); 

2. 1.Jnda.ng-Unda.ng Nomor .28 Tahun 1999 
Penyelcnggaraan Negara yang Bers:h dar Bebas 
Kolusi dan Nepotis me (Lernb:mm SI!'<! R 



Tah\ln l 999 Nomor 75, T'ambahan LembarMJ Negara 
Republlk Indonesia Nonwr 3!}5 l); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ,.entang KomJsi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Repu bilk Indonesia Nomor 4250); 

4 . Unda,ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembare.n NegJ!ra Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembeatukan Kabupatcn Lebong llan Kabupaten Kepahiang 
di Propinst Bengkalu (Lembarau Negara Republik .Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tuunbahan Lembarru, Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349 ); 

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 1:ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbarar, Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

7, Undang•Urtdang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe.meriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Un.dang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerlntah P'usat dan Pcmerintab Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Nega:ra Republik Indonesia Nomor 
4438): 

9. Unctang•Undang Nomor 12 Tahua 1011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Re:publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndol')esia Nomor 
5234); 

10. Undang•Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntru,g Pemerinta.h 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 
Nomor 244, Taaibahan Lembaran Negara Republik Jndones,a 
Nomor 5587); sebagaimana telah dlubah dengan P.eraruran 
Pen-,crintah Pengganti U-ndang-U:ndang Nomor 2 Tehun '.'.L>,~ 
tentang Perubahan ata s Undang-Urrdang 1':on:,,r _ T 
2014 tentang Pemerintah Druera =· :iL'l 

Jndonesia Tahun 201-:C No= _ r·.,,,.t==-
Negara R<:publik lnd;mr,,a 1' 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 rentang 

Berlakunya Undang-Undang .Nomor 9 Tahun L 967 clan 
Pelaksanaan Pemerintah Propinsi Bengkulu {Lem baran 
Negara R,epublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2854); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ,entang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubLik 
Indonesia Nomor 38, Tambaha:n Lembaran Negara Republik 
lndonesfa Nomor 4576) sebagrumana telah diubah dengan 
peraturan Pemerintall Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemc:rintah Nomor 56 Tahun 2005 
(Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2010 Nomor I 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5155): 

13. Peratumn Pemerintab Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepa.da Daerah (Lembara.11 Negara Republik Indonesia Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

l 4. Peraruran Pemerintah NOmor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Repubfik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta.bun 2006 Tentang 
Pelaporan Kcuangan dan lclnerja lnstaosi Pemeriat.ah 
(Lembaraa Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Ne~a.ra Republik Indonesia Nomor 
4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintaban antara Pemcrintah, 
pemerintah daerah provtnsi dan pemerintah dacrab 
Kabupaten/ Kota (Lembarao Negara RepubLik lndonesia 
Tahon 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Norn or 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang Negara/ Oacrah (Lcmbatan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Trunbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4738): 

18. Peraruran Pemerintah Nomor 7 l Ta.bun 2010 Tentang 
Standar Akantansi Pemerintah (Lembaran Negata Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 

19. Peraturan Menteri 1'.>alam Negcm Namor 105 Tahun ~ ~ 
,entang Pengelolaan dan Penaf13&'lll~"IIWD 
Oaerah (Lembaran Nepra Repu..... ,:tdm:nra ,..,_..,,=,, 
Nomor 202 Tambahe 1.-<::::=aI:. !i1q;:>=:ii 
Nomor-'022), 



Mcnetapkan 

20. Peraturan. Menieri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoma.n Pengelolaan Keuangan D.aernh, 
sebagaicnana lelah diubah dengan Peraturan Mcnreri Dalam 
Negeri Nomor 21 T-ahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
PeraLuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dael'ah; 

2 J P~raLw·an Mcnu:rl DaJam Negen Nomor 17 Tabun 2007 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MiUk Da,el"dh; 

22. PeraLuran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 
ttnta.ng Po.kok-Pokok Pengelolaan Kouangan. 

MEMVTUSKAN : 

PERATURA.N BUPATI TENTANG PERLAKUA.N DAN 
PENYELESA!AN PINJAM,\N DANA BERGULIR 

BAB I 
.KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pe raturan Bupati ini, yang dimaksud denea,1: 
1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Oae,-ah Kabupaten l;ebong 
2. Bupati adalah Bupati Lebong 
3. Sek:relaris Daerah adalab Sekretarls Daerah Kabupaten l,ebong selaku 

pengelola barang m,ilil< daerru,. 
4 Pen.gelolnan keuangan daerah adalah keselu.ruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pcrtanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan dacraJ1. 

5. Satuao Kerja Perangk,i.t Dacrah yang disingkat dengan SKPD dalam 
peraturan ini merupakan SKPD yang mengelola dana bergulir baik itu 
program dana PEK maupun Non PEK 

6. lnvestasi non Permanen adalah investasl yang dlmaksudkan unruk 
dimiliki scloma lcbih dari 12 (dua belas) buJan yang terdiri dari i nvestasi 
pennanen dan non permanen. 

7. lnvcstasi non permanen adalah invesrasi jangka panjan,g yang 
dlmaksudkan untuk dim iliki secara tidal< berkelanjutan. 

8. Program PEK yang selanjurnya disebut dengan pemberdayaan Ekonomi 
Kerakyatan adalah suatu program kegjalan dlmaksud untuk 
mcmperbaiki kchidupan ekonomi masyarakat yang merupakan da:na yang 
disalurkan ke masyar<'-kat kemudlan dapat disalurkan dan ditagih 
kembali dengan dan atau nilai tambah, dan selru,juLnya pemcrintah 
dapat menarlk kembali dana te.rsebut. 

9. Program Non PEK yang selanjumya disebut dengan Non Pemberdayaan 
Ekonomi Kerakyatan adalah suatu program keglatan dimaksud W1tuk 
mem perbaiki kehidupan ekonomi masyaraka t. yang karaktcristlk daru, 
berupa barang/hewan Lernak yang disalurka.n kemasyarakat dan dapa• 
ditagi'h kemudian disalurkan kemb11li dengan dan a tau mlai r.ambah c!an 
selanjutnya pemerintah d.apac menarik kembali dan.a te=bUL 'L. 

10, Pengahapusanbukurui adalah tindakan pcnghapusan - <III£ 

dacrah darl daitar laporan pembukuan d engan mcn.c::i:>i:l:: 
kcpu rusan persetujuan dar i kcpala daera>- ur.ttk i:nc =--



dan/atau kuasa pcngguna dari tanggung jawab adm,msrras, dan fiStk ata• barang yang ada dalam pcnguasa11nnya 11. H1bah adolah pengalthan kepemilikM barnng dari pemerintah dncrah kcpada pcmenntah pusat, anta.r pemerintah daerah, atau pemcrintah daerah kepada p1hak Jain, umpa memperoleh penggantia11. 12. Pcnllaian suatu proses kegiatan penelitian yang sclektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dcngan menggunakan metode/tekms 1ertent1.1 untuk memperoleh ru1ai barang m Wk daerah, I 3. Penatausahaan adalah rangkaian 1<egiatan yang mehputi pembulruan, inventari~asi dan pelaporan barong milik dacrah , 

BABil 
PENGGUNAAW DAN PENOEMBALlAN PlNJAMAN DANA BERGULIR 

Paaal 2 

(I) Pcnggunaan Dana Bergulir dilaksanal<an secara tenib, transparan dan akuntabel dolam rangko mcmbantu meningka tkan kemampuan pecmodalan bagi koperasi, usaha mikro, kccil. menengah dan usaha lainnya 
(2) SKPO yang menongani bidang kcuangn,1 clan bidMg pengawasan, serla SKPD yang menaungi Unit Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pcnggunaan Dana Bergulir yang dilalrukan olc), Unil Kerja 
(31 Pcngc-mbalian pmjaman d ana bergubr dilaJcu.kan dengan cara mcngangsur yang tcrdiri darl angsuran pokok angsuran bunga. 

Paaal 3 
Penatausahaan pengcmbalian pinjaman, perlu d.11etapkan krilerianya •ebagal bcrikut: 

a Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu fllau I idak melampaui tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang disepakati· 
b, Kurang lancnr, yaltu apnbila pembayaran angsuran pokok dan bunga telab melampau1 Jatuh tempo, atau tidak melampaui 3 (tiga) kali ~mbayaran nngsuran secara berturut-turut atau sesuai clengan perjanjian yang telah disepakati: 
c. Diragukan, yaitu apabiln tidnk meml)ayar angsuran pokok clan Ja,-a bunga selanjutkan diklasifikasi lagi scsuai dengnn jatuh temponya (agmg schedulej sebaga, berikut: 

I. Dana Bcrgullr yang diklaoifikaoikan dapat d1tagih adalah dana bcrgulir bcrupa dana yang dapat d11agih dalam Jangka waktu pnling lruna 2 (dua) tahun sejak digulirkan. 
2 Dana Bergulir yang diklasifil<as,kan d,ragukan dapat ditagih; yakm dana bergulir berupo danct yang menunggak (tidak dapat dltagih) kbih dan 2 (duat tahun sejak d1gulirkan 

d. Macet, yaitu apabila tidak membayarkan 011gsuran pokok dan bu,,, pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kah ang,c.r.m seeara bcrt= turut, tetapi bclum melampaul 12 (dua bclas) kali tid .. k memba)&r &np\llJl:l lc::.... sccara bertun.it-LUrut atau sesuai dengan perjaajian yar.5 te "dlse-;:e==: c. lkrmasalah, i•aitu apab,Ja tidal< m..-mba,w- sama a...lcah bunga pinjaman yang telah melrun- at 



C 

d1bayar angsurao pokok dan jasa p1njaman atau scsuaJ dengan perjanjian 
yang lelah sepakatL 

Pasal4 

(1) Pinjaman dana bergulir dengan klasiflkasi diragukan dan macel 
sebaga.imana cltmaksud dalam pasaJ 3 huruif c angka J dan hurur d, dapal 
dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang 
mel.alui pemenuhan persyaratan ulang, jika : 

a. Pcmmjama.n berikflkad bail< dan kooperatif tcrhadap upa,)•a penyelamatan 
yang dtlakukan; 

b. U saha yang dilakukan peminjam masih be.rjalan dan mempunyal prospek 
usltlla balk; 

c. Peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuaa untuk me1unasi 
pinjamannya. 

(2) Dalam ha! memdukung pelaksanaan penjadwa!an ulang, pinjrunan sebagai 
Pengguna Anggaran bcrwenang dan bertan,ggung jawa.b; memerintahkan 
petugas pengelola dana bergullr scbagai berikut: 

a. Melaksanakan pemutakhiran data bcrikut investigasi dan invencai·lsasi 
keberadaan dana bergulir dilapangan dan akan dilalcuka.n laporan lcrtulis 
kepada Bupati mclalui tim kerja pembina PEK dan Non PET< Kabupatcn 
sctiap bulannya. 

b. Mengbimng ulang tu.nggakan dana PET< dan Non PEK yang menjadi 
klasifikasi pengembalian pinjaman berma:salah dengan mem.ima d,-ta 
pendukung kepada pihak bank. 

c. Meninjau ulang, menctapkan, dan m~Japorkan kondisi/status pinjaman 
dana bergulir klasiflk8.$i diragukan, macet, dan bcrmasalah apabila hal 
lorsebuL terkait dengao pennasalahan peraturan perundang-und ;rngan. 

d. Diminta kepada SKPD pengelola dana bergulir agar mengaktilkan 
kembalikan rekening titipan/rekenJng semcntara unt\.lk menampung 
pengembalJan setoran dana bcrgulir. 

c. Rekening titipan/rekening sement.ara dinas. selanjutnya akru, disetor ko 
ka$ daerab dengan memisahkan kategori setoran pokok dan bunga. 

f. Pengembalian dimaksUd oleh pengelola dana bcrgullr segera d□aporkan 
setiap bulannya kepada Kepala Sl<PD dan tembusan pemberitahuan ke 
inspektorat K~upalen Lebong dan Dinas Pendapatan, Pcnge.Iolaan 
Keuangan dan AsetDae.-ah Kabupaten Lebong. 

g. Pcngurangao atas pcngembalian dana dimaksud, at.as utang pokok 
mengurangi jumlah sisa, lunggflkan dana yang- belum terbayar dan utang 
bunga diakui sebagai pendaparan oleh pemcrintab d8-l'tah pacla pos 
pendapatao asli daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. 

h. Perkembangan a1as nilal dana bergulir oleh SKI'D terkait altan disajikan 
pada laporan keuangan SKPD 

Pasal S 

Pinjaman dana bergulir dengan klasffikasl macet yan.g telab dilakukan 

pemuliht1n pinja.man •~bagaimana dimaksud dalam pasaJ 4 ayat (1) tetapi tidak 'l. _ 
tcrpulihkar:i 1 dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos p-injaman 1-
bermasalah. 



dibayar angsu ran pokok dan jasa pinjamao ataU sesuai deagan pe,:Janjian 
yang telah scpakatl. 

Pual4 

f!J Pinja.(lllilJl dana ber_gulir dengan klasifikasi diragukan dM macel 
sebagaim-ana climaksud dalam pasal 3 hun,f c anglra 1 dan huru( d, dapa,t 
clilakt.lkan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang 
melal ui pemenuhan persyaratan ulang, jika ; 

a. Peminjaman bedktikad baik dan kooperatif Lerhadap upaya penyelamatan 
yang dilalrukan; 

b. Usaha yang dilaku.kan penunjam masih berj alan dan mempunyai prospek 
us.aha baik; 

c. Peminjam benar-benar masih mcmpunyai kemampuan untuk melunasi 
pir)Jamannya. 

(2) Dalam hal memdukung pelaksanaan penjadwal,u1 ulang, pinjama,, sebagai 
Pengguna Anggaran berwenang dan berta11ggung jawab; memer:intahkan 
petugas pengelola dana bergulir sebagai berilnrt: 

a. Me,aksanakan pemutakhiran data berikttt investigasi dan inventarisasi 
keberadaan dana betgulir clilapangan dan l\kan dUakukan laporan tertulis 
kepada Bupati melalui tim kerja pembina PEK dM Non PEK Kabupaten 
seti-ap bulannya. 

b. Mcnghltung ulang tunggakan dana PEK dan Non PEK yang menjadi 
klasifikllsi pen gem balia:n pinjaman bennasalah dcngan merninta data 
pendukung kepada pihak bank. 

c. Meninjau ulang, menetapkan, dan melaporkan kondisi/statu.s pinjaman 
dan.a bergulir klasilikasi diragukan, macet, dan bermasalah apablla ha! 
ten;.ebut lcrkail dengarl pcrmasalahan pcra.tu.ran perundang-undangan. 

d . Diminta kepada SKPD pengelola dana berguLir agar meng,tktifkan 
kembaltl<an rekening titlpan/rekelling sementara untuk menampung 
pengembalian setorQJ'l dana bergulir. 

e. Rckening litipan/rekenin(I sernentara dinas selanjutnya ~an d,~tQr ke 
kas daerali dengan memisahkan kategori setoran pokok dan bu.nga. 

f. Pengembalian dimal<sud oleh pengelola dana bergulir segera dil.aporkan 
sctlap bulannya kepada Kepala SKPD dan tembusan pemberltahuan ke 
inspektorat Kabupaten Lebong dan Dinas Pendapalan, Pen.gelolaan 
Keuangan dan A set Dae rah Ka bu paten Lebon g. 

g. P<:ngurangan atas pengembalian dana dimaksud, atas utang pokok 
mengurangi jumlah sisa tunggakan dana yang belwn terbayar dan utang 
bunga diakui sebagal pendapatan oleb pemerintah daerah pada pos 
pcndapatan asli daerah sesuai dengan ketenluan berla.k.u. 

h. Perkembangan atas nilai dana bergulir oleh SKPD terkail al<an dlsajikan 
padalaporan keuangan SKPD. 

Pasal 5 

Pinjaman dana bergullr deL1gan klasifikasi macet yang telah dilijkukan 

pemulihan plnjaman ,;ebagaimana climal<sud dalam pasal ~ ayat ii ) tctap, adak 

terpuJihkan, dikelornpokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman 

bermasalah. 



Pasal 6 

Pinjaman dana bergulir dongan klasifikasi macet yang terjadi karcna peminjam 

meninggal dunia dan tidak ada ah)i wans. yang berscdia menanggung 

hutangnya, gagal usaha akibat bencana alam atau terjadi kerusuban, dapat 

dilakuk:an penghapus bukuan dalam pos piojaman bermasala.h lanpa proses 

p<3mullhan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1). 

Paso.I 7 

Pinjam&n dana bergulir dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

hurur a, buruf b, dan huruf c angka I, tidak menghapus hak SKPO/ Unit Kerja 
untuk mela:kukan penagihan. 

BABW 
PERSVARATAN DAN PENGHAPUS BUKUAN 

PINJAMAN DANA BERGULIR 
Pasal 8 

Persyaratan pengembalian pinjaman dana bergulir scperti yang discbutkan 

pada pasal 3 huruf c. angka 2, hurur d, dan huruf e dapal dtlakukan penghapus 

bukuan dengan persyaratao sebagai berikut: 

a. Pernh:,jam benar-benar l.idak memiliki ui;aha yang dapat dlandalkan 
untuk mclunasi hutangnya; 

b. Perninjam bcnar-benar da.Jrun kondisi tidak mampu untuk melunasi 
hu tangnya: 

c. Pelllinjam gagal usaha, akibal benc.ana atau Lcrjadl kerusuhan; ata,u 

d. Peminjam meninggal c!1.1nia dan tidak adla ahli waris yang ben,edia 
menanggung hutangnya; 

c. Pinjamao bermasa!ah yakni drum bergulir berupa dana yang me.nUJ1ggak 

(tidak dapal ditagihj lebih darl 2 {dua) tahun scjak digulirkao. 

Pa$al 9 

(1) Kriteria pengembalian pinjaman daoa bergulir scperti yang disebutkan pada 

pasi\J 3 meliputj hurur c angka 2, huruf d, dan huruf e, yang rerjadi akiQ<tt 

un-interprestasi regulasi atas SUl\tu kegiatan pada masa Jalu '-<"hing,ia 

menirn.bulkan pert)lasalaban dapat ditindakhwju n . 

(2) Pcrrnobonan pcnghapusan a ta s pmjaman dam. ~ 

sepertf yang dimaksud septtti yiltlg dir·~..,:::!= 
c angka 2 huruf d dar. 



mendapac persetujuan da:ri bupati dan ditetapkan oleh Tim Tekrtis Pengelola 

dim PEK/non PEK Kabupaten. 

Po.""110 

Tata cam penghapusbukuan pinjaman dana bergu]Jr sepertiyang disebut pada 

pasal 3 meliputi huruf c angka 2, huruf d, dan huruf c dilakukan sebagaimana 
hal herikut: 

a. Kcpala SKP!l stlaku I>en.gguna Anggaran berwenang dan bertanggungjawab; 

mcmerinlabkan pctugas pcngelola danf\ bcrgulir untuk menindaklanjuti 
sebagaimana dimaksud pa cla pasal 8 huruf a, 

I . Mempersiapkan laporan basil investigasi/keterangan dUapaogan atas 

daftar kelompok (perkembangan usaba pibak masyarakat) yang 

meminjam cidak lagi memillki usaha yang dapat diandalkan. 

2. Menyediakan sura, pernyataan (dengan materai) drui kelompok usaha 

masyarakat maupun peroraugan, sena berita aeara yang dikctahui dari 

aparat setcmpat (dcsa,/wilayab) karena yang meminjam tidak lagi 

memiliki usaha yang dapat diandalkan. 

3. Sctclah mema,stikan seJuruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat 

mengajukan permohonan terlulis ke bupati, berupa usulan pengbapusa,1 

alas pinjaman dana bergulir. 

~ 4 . Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada jnspektorat 

Kab upaten Lebong dan Tim Tekllis Pengeloln PEK/Non PEK Kabupaten 
~bong. 

b. Kepala Sl(PD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan 
bertanggungjawab; memerintnhkan petugas pengelola dana bergulir, 
sebaga,mana dimak8ud pada pasal 8 huruf b: 

L Mempersiapkan Japoran basil investigasi/keterangan dllapangan atas 

daftar kelompok usaha yang $cea:ra nnansial sudah tidak mampu untuk 
melunasi hutangnya. 

2. Menyediakan surat pemyataan (dcngan material) dar. kelompo.: usa..,,_ 

masyarakat maupun perorangan serta beri:a acara .-a:,g 

apar.at sctempat (dcsa lwiJa}:a.!11 l<a....,_'UI udak === 



3. &tclah memastikan seluruh dokumen dipers1apkan maka SKPD dapat 

megajuknn permohon.W'l Lcrtulis ke bupati. oerupa usulan pmghapusan 
aoos pinjrunan dana bergulir, 

4. Surat usulan permohonan dimaksud di!embuskan kepada lnspektorat 

Kabupaten Le bong, da,1 Tim Teknis Pengelola PEK/ Non PEK Kabupaten 

L<:bong. 

c, Kepala SKPD selaku Pcngguna Anggaran berwenang dan berranggung 

jawab; memerintahkan Lugas pengelola dana bergulir, scbagaimana 

dimaksud pada pasal 8 huruf o; 

I . Mempersiapkan laporan keterangan 

dilapangan alas dartar kelompok 

basil investigasi / berita 

(perkembangan usaha 

masyarakaL) yang me.m injam terkait kond.isi gaga! usa.ha atau 
ben cana 

acare 

pil1ak 

akibat 

2. Mempersiapkan surat pernyataan dari kelompok masyarakal/atas nama 

pn'bad! yang dapat cUgunakan u ntuk memperkuatkan kondisi terakhir 

alas perkcmbangan usahayang clilaporkan gaga!, 

3. Mempcrsiapkan perhitu;ngkan tcknis berikut alasa,n yang jelas atas nilai 

perkembangan usaha yang dllaporkan gaga! guna mey111dnkan Jumlah 

nilai yang sebenamya u ntuk dllakukan penghapusbukuan dana bergulir. 

4 . Setelah memastikan selurub dokumen diperslapkan maka SKPD dapaL 

mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usu.Jan pcnghapusan 

ata.s pinjaman dana bcrgulJr. 

5. Surat usulan permohorian dimaksud ditembuskan kcpada Ins pektorat 

Kabupaten Lcbong, dan Tim tekn1s pengelola PEK/Non PEK Kabupaten 

L.ebong. 

d. Kepala SKPD selaku Pengguna AnggarM berwenang dan bertanggung 

jawab; memerintahkan peLugas pengelola dan l)ergulir, sebagaimana 

dimaksud pada pa,ml 8 huruf d; 

1. Mempe!'1liapkw, laporan keterangan 

dilapangan atas daitar kelompok 

hasil invcstigasi/ berlta f;l.C.$r8 

(perkembangan usaha pfhak 

masyarakat) yang mana peminjam meningga] dllnia dan tidak ada ah1l 

waris yang b~rscdiamenanggung hutangnya_ 



~ .1.,1cmpC"r~LapKa11 ~urdt pemyntaan Det""ta. a.cara 1dmgan m.atc:rru, yang 

dikctahui aµru-at sctcmpa, (desa/wila~-ahJ atas nama peminjam 

meoioggal dµnla dan tldak atla ahli waris yang bersedia mena.,iggung 

hutangnya. 

3, Setelah Il'lemastikan sel□ruh dokumcn dipersiapkan maka SKPD dapat 

mengajukan permohon.an tertulls ke bupati, berupa usulan penghapusan 

atas pmjaman dana bergulir. 

4. Surat Usulan p<i:rmohonan dimaksud ditcmbuskan kepada lnspektorat 

Kabup;,ten Lebong, dan Tim Teknis Pengelola PEK/Non PEK Kabupaten 

Lebong. 

Pasal 11 

Tata earn penghapusbuk.uan pinjaman dana bergulir bermasalah seperti yang 

diungkapkan pada pasal. 8 ayal (1) dapat dilakukan sebagaimana ha! berikut: 

a. Kepala SKPD selaku Peogguna Anggaran berwenang dan bertanggungjawa,b 

memerint.ahkan petugas pengelola dana berguH,, sebagaimana dimaksud: 

1, Mcmpersiapkan surat keterangan atas kegiatan. pemerintah d.imaksud 

bertujuao memperbaiki kehldupan ekonorni masyru-akat, diantaranya 

seperti banluan yang be.rsi{at stimulan dan kepala penerimanya lidak 

berkewajiban untuk menge.mbalikan atas dana yang diberikan. 

2. Mempersiapkan surat pernyataan/berlta acara atas na,ma penerima 

Hibah 

3, Memp,:rsiapkao dokumen pendukungyang aah berupa regulasi dan/atau 

perunjuk teknls atas program bcrikut perjanjlan ke.rjasama dao kegiata,n 

dimaksud diadakan. 

4. Setelah mem11stikao se[uruh dokumen dipersiapkaa maka SKPD dapat 

mengajllkan permohonan t~rtulis ke bupatl, berupa usulan penghapusan 

a tas piojaman dana bergulir. 

5. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kep11da lnspektorat 

Kabupate.n Lebong, dan Tim Teknls Pengelola PE:K/Non PEK Kabupaten 

Lebong. 



"!' 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Pera tu ran Bupati ioi mulai bcrlaku pada tanggal cliundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, mem~rintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan Penempatannya delam Bcrita Daerah KabupaLeo Lebong 

Diuodangkan dJ Tube, 
pacla tanggal~J)(Jember~Ol4 

Dltetapkan di Tubei 
pad a i:anggall1.~ber>2014 l BUPATI LEBONG, Ii. . 

/,r, I ;,...._ 
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